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ABSTRAK

ISTIFANI SYARIF (B021171007) DENGAN JUDUL “EFEKTIVITAS
PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR DIMASA PANDEMI COVID-19”.
Di bawah bimbingan (Amir llyas) sebagai Pembimbing | dan (Fajlurrahman
Jurdi) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal. Pertama
Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kota Makassar terhadap
tahapan kampanye Pilkada Kota Makassar ditengah pandemi Covid-19
dan Faktor penghambat pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan
Pilkada Kota Makassar ditengah pandemi Covid-19.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiric
yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Makassar, data yang digunakan
adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua
teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini : 1). Bawaslu Kota Makassar sebagai lembaga
pengawas masih belum terselenggara dengan baik. Bawaslu
mendapatkan tugas dan wewenang tambahan untuk menjalankan
pengawasannya di tahapan kampanye apabila mengacu pada Peraturan
Bawaslu No.4 Tahun 2020 dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020. 2)
Faktor penghambat pengawasan Pilkada Kota Makassar banyak hal yang
tidak ditemui pada Pilkada sebelumnya. Pelaksanaan Pilkada Kota
Makassar yang dilaksanakan ditengah pandemi menjadi faktor
penghambat terbesar karena mengharuskan Bawaslu Kota Makassar ikut
mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Kata Kunci : Pengawasan, Bawaslu, Kampanye Pilkada, Covid-19
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “ Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’.
Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang
kekuasaaan tertinggi dari suatu negara, dengan menggunakan
sistem perwakilan atau demokrasi yang biasanya disebut dengan
sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung itu merupakan
salah satu sistem yang digunakan dalam implementasi kedalutan
rakyat.! Kedaulatan rakyat merupakan konsep kunci dalam

memahami Pemilu.

Istilah kedaulatan rakyat dalam pandangan umum juga
seringkali dipadupadankan dengan istilah demokrasi. Kedaulatan
dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu
kesatuan politik’>. Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber
dari rakyat, pengelolaan kekuasaannya harus tetap merujuk

kepada kepentingan rakyat.® Oleh karena itu, ketika kita berbicara

Yimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Depok, him. 414
2Fajlurrahman Jurdi, 2015, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, him. 97
31bid, him. 23



mengenai demokrasi, maka pada saat yang sama kedaulatan

rakyat turut menjadi bagian di dalamnya.*

Pada sistem demokrasi ini ciri yang mendasar dari suatu
negara hukum demokrasi yakni keberadaan Pemillihan Umum
(Pemilu). Meskipun Pemilu bukanlah satu-satunya aspek dalam
demokrasi, tetapi menjadi bagian yang sangat penting, karena
Pemiihan Umum berperan sebagai mekanisme perubahan politik

mengenai pola dan arah kebijakan publik.®

Dalam memilih wakil-wakil rakyat secara demokrasi dapat
dilakukan dengan cara menyelenggarakan Pemilihan Umum.®
Pemilu merupakan mekanisme terpenting dalam mewujudkan
kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki
legitimasi rakyat.” Pemilu secara konseptual merupakan sarana

implementasi kedaulatan rakyat.®

Salah satu sarana penyaluran hak asasi manusia warga
negara yakni dengan cara melakukan kegiatan Pemilihan Umum
atau dikenal dengan sebutan General Election.® Indonesia sendiri
mengenal prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilihan Umum seperti

tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

41bid, him. 97

5Jhon Retei Alfri Sandi, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa
Pandemi Covid-19”, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 13 Nomor 1, him. 2
SFajlurrahman Jurdi, Op Cit, him. 3

’Gunawan Suswanto, 2015, Pengawasan Pemilu Pasrtisipatif, Penerbit Erlangga, Jakarta, him. 2
80p Cit, him. 2
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“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

dan rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”.

Melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat
diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan
hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun
pemerintahan.'® Para wakil rakyat itu benar-benar bertindak atas
nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak
dan cara bekerjanya pemerintahan, dengan demikian mekanisme
ini sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban

kekuasaan kepada pemerintah.t

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
termasuk dalam ketentuan Pemerintah Daerah pada Pasal 18 ayat
(4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan
bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara

demokratis” .

Memasuki tahun 2020 dunia dihadapkan dengan wabah
Corona Virus Disease 2019. Covid-19 adalah penyakit varian baru
yang belum pernah terindentifikasi sebelumnya pada manusia.
Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan

Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31

©Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, him. 1
Yjimly Asshiddigie, Op Cit, him. 414



Desember 2019, yang menyebutkan bahwa adanya kasus kluster
pneumonia dengan etilogi yang tidak jelas di Kota Wuhan. Wabah
Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Bapak
Presiden Joko Widodo pada tanggal 02 Maret 2020. Wabah virus
Covid-19 ini bukan hanya mengganggu aspek kesehatan negara
tetapi juga mengganggu jalannya demokrasi Indonesia. Tujuan
negara Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum
yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 atau sering dikenal dengan tujuan
welfare state terlihat akhir-akhir ini mengalami kendala dan ujian

dalam pelaksanaannya.!?

Pada tanggal 23 September 2020, Indonesia berencana
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) yakni
di 37 Kota, 224 Kabupaten, dan 9 Provinsi,. Akibat dari adanya
Wabah Virus Covid-19 banyak sektor dalam kehidupan manusia
mengalami dampak yang sangat signifikan, bukan hanya pada
sektor kesehatan tetapi juga pada sektor lain mulai dari pendidikan,
ekonomi, budaya, sosial, politik hingga pemerintahan. Namun
sesuai dengan keputusan bersama antara KPU, Bawaslu,
Pemerintah, dan DPR RI serta dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang

L2Fifiana Wisnaeni, “Dampak Pendemi Covid-19”, “ Jurnal Imliah Galuh Justisi”,Vol. 8 Nomor 2
September, him. 187




Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang.'* Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
menjadwalkan ulang Pilkada Lanjutan Serentak pada tanggal 09
Desember 2020 sebagaimana ditinjau secara kontekstual
ketentuan pasal 122 A ayat (2) dan Pasal 201 A.}* Keputusan
tersebut tentunya menimbulkan berbagai pendapat dan perdebatan
di masyarakat, menyikapi penundaan beberapa tahapan Pilkada
Serentak Lanjutan yang telah diselenggarakan pada masa
Pandemi Covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam

penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.1®

Berbagai pro dan kontra mengiringi pemerintah pusat untuk
tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak di tengah pandemi
Covid-19. Sebagian pihak menilai, Pilkada Serentak membuka
potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif di tengah
masyarakat. Keselamatan masyarakat pada masa pandemi Covid-
19 merupakan hal yang paling utama. Indonesia dalam

penjadwalan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang

Bhttps://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/ diakses pada
Tanggal 18 Maret 2021

4peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

BAprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat
Covid-19 di Indonesia”, “ Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum”,Vol.02 Nomor 2
November 2020, him. 86



https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/

sebagaimana telah dilaksanakan di bulan Desember Tahun 2020
dinilai sangat tidak realistis. Hal ini karena pada faktanya, hingga
saat menjelang bulan Desember Tahun 2020 dengan jumlah yang
terinfeksi Covid-19 meningkat secara nasional. Banyak pihak yang
mengkhawatirkan kondisi tersebut, bila Pemilihan Kepala Daerah
Serentak tetap dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2020

penyebaran virus Covid-19 justru akan menjadi kluster baru.®

Pada tahapan penghentian dan penundaan dalam
pelaksanaan Pemilukada, dan serta hingar bingar kebijakan dalam
penanganan Pandemi terkhusus pada kebijakan program dan
penetapan anggaran yang salah satunya yaitu bantuan sosial
(Bansos). Hal ini telah menciptkan ketidakjelasan dalam kegiatan
pengawasan pemilihan terhadap aktivitas partai politik. Dampaknya
adalah terjadi keraguan dan sikap skeptis penyelenggaraan,
khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai

institusi negara yang diberikan mandat dalam hal ini.t’

Selama masa pandemi Covid-19 ini telah dikeluarkan
Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020
Tahun 2020 perihal Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di
Tempat dan Fasiltas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19, pada lampiran 7 menjelaskan protokol

181pid him. 86
7Jhon Retei Alfri Sandi, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa
Pandemi Covid-19”, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 13 Nomor 1, him. 3




kesehatan secara umum harus memuat ketentuan menggunakan
alat pelindung diri seperti masker yang menutupi hidung dan mulut
sampai dagu. Sebagai contoh penerapan protokol kesehatan dari
Keputusan Menteri tersebut menegaskan bahwa protokol
kesehatan yang harus dipatuhi yaitu memakai masker dengan baik
dan benar saat berpergian, menjaga jarak aman 1,5 — 2 meter
dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir

secara rutin.

Untuk itu, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kota
Makassar yang telah dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19
berpotensi memunculkan permasalahan terhadap penindakan
pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Makassar. Hal ini akan menimbulkan semakin turunnya angka
partisipasi masyarakat untuk melapor. Dalam penanganan
pelanggaran yakni pelanggaran berupa temuan dan pelanggaran
berupa laporan, diantara kedua pelanggaran tersebut yang banyak
ditemukan adalah pelanggaran berupa temuan, sehingga potensi
pelanggaran berupa laporan lebih sedikit dari masyarakat. Potensi
pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
serentak dalam tahapan kampanye yang ditangani langsung oleh
Bawaslu Kota Makassar salah satunya yaitu pelanggaran protokol

kesehatan.



Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 adalah
pelaksanaan yang berbeda dengan Pilkada tahun sebelumnya,
dimana pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020 ini telah
berlangsung pada masa pandemi Covid-19, sehingga Bawaslu
Kota Makassar mengutamakan penerapan protokol kesehatan
pada pemilihan, peserta, dan penyelenggara Pemilu. Apabila
peserta pemilihan dan tim kampanye melanggara protokol
kesehatan makan akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis
bahkan sampai pembubaran kampanye berdasarkan Peraturan
KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan
KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi non

alam (Covid-19).

Berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan di
Badan Pegawas Pemilu Lanjutan Kota Makassar pada
pelaksanaan Pemilukada Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota
Makassar berlangsung terutama pada tahapan kampanye terdapat
beberapa jenis penanganan pelanggaran yakni melanggar protokol
kesehatan yang terjadi pada pelaksanaan tahapan kampanye. Data
pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Kota Makassar,
didapatkan bahwa dari 15 Kecamatan terjadi pada Kecamatan

Biringkanaya, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Tallo.



Keseluruhan data pada pelanggaran protokol kesehatan tersebut
berupa 19 temuan dan 6 laporan. Berarti pada data pelanggaran
pengawasan penerapan protokol kesehatan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Makssar pada Pilkada serentak Lanjutan
hanya sebagian dari beberapa kecamatan yang ada di Kota

Makassar.18

Pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 membahas
mengenai pembatasan dalam tahapan Pilkada serentak Kota
Makassar salah satunya adalah tahapan kempanye. Didalam
peraturan tersebut membatasi proses kampanye yang biasanya
dilakukan dengan cara mengumpulkan banyak orang. Penjelasan
dalam Pasal 57 huruf a dinyatakan bahwa tahapan kampanye
dalam pemilihan serentak lanjutan dilselenggarakan dengan
menggunakan metode pertemuan terbatas. Maka dari itu Bawaslu
memiliki tugas tambahan dalam melakukan pengawasan dalam

tahapan kampanye.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) pada Pasal 24 mengamanatkan bahwa :

8Sumber Data resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar



1. Jika terdapat bentuk kegiatan Kampanye yang diduga
melanggar protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian  Covid-19, Pengawasan Pemilihan
berkoordinasi dengan jajaran KPU, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai
tingkatan.

2. Dalam hal koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
Covid-19  dalam bentuk  kegiatan Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kopolisian
Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai
tingkatan melakukan pembubaran kegiatan kampanye.*®

Berdasarkan uraian diatas pada pelaksanaan Pilkada
serentak lanjutan Kota Makassar yang telah dilaksanakan ditengah
pandemi Covid-19, bahwa Bawaslu Kota Makassar bukan hanya
mengawasi pelanggaran umum yang terjadi dalam tahapan
pelaksanaan kampanye, tetapi Bawaslu juga mengawasi mengenai
pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang merupakan
bentuk ketidaktaatan peserta Pilkada terhadap peraturan yang
berlaku, sehingga sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam
terkait  “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota
Makassar Dimasa Pandemi Covid-19”. Sebagaimana tugas dari
Bawaslu adalah melakukan pengawasan dengan memastikan

pelaksanaan pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.

peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,
dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)
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. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat
dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap tahapan
kampanye Pilkada Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19?
. Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan Bawaslu dalam

pelaksanaan Pilkada Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19 ?

. Tujuan Penelitian

. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan
Bawaslu terhadap tahapan kampanye Pilkada Kota Makassar
ditengah Pendemi Covid-19

. Untuk mengetahui dan menejelaskan faktor-faktor yang
mengambat pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada

Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19

. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam peneitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah
wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada
umumnya, dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya di

bidang Pengawasan.
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2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi media penulis
untuk menyalurkan dan memberikan sumbangan pemikiran
kepada masyarakat terkait efektivitas pengawasan bawaslu
terhadap pelaksanaan pilkada serentak Kota Makassar dimasa

pandemi Covid-19.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan

wawasan secara luas bagi penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Bawaslu
Terhadap Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar
Dimasa Pandemi Covid-19” bahwa asli dilakukan oleh penulis
dengan berdasar pada isu hukum yang berkembang dan dilakukan
dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum dalam

penelitian ini.

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian

terdahulu sebagai berikut :

1. Andi Ilham Taufik Ramli, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, 2020 dengan judul Kedudukan Badan

Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Pemilihan Kepala
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Daerah Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

48/PUU-XVII/2019.

Rumusan Masalah :

1)

2)

Bagaimana kedudukan Badan Pengawas Pemilu terhadap
pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak pasca
Putusan MK Nomor 48/PUU-XVI1/2019 ?

Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah
Konstitusi terhadap perkara No. 48/PUU-XVII/2019 tentang
kedudukan Badan Pengawas Pemilu terhadap pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah serentak ?

Kesimpulan :

Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan

masalah diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1.

Perubahan kedudukan kelmbagaan tidak serta merta
menyelesaikan persoalan lembaga pengawas pemilu dalam
penyelenggaraan Pilkada. Hal itu dikerenakan secara
kewenangan Bawaslu dan UU Pilkada, berbeda dengan
Bawaslu pada UU Pemilu. Seperti dalam kewenangan
penindakan pelanggaran administrasi. Pada UU Pilkada
kewenangan bawaslu dalam penindakan pelanggaran
adminitrasi hanya berupa rekomendasi kepada KPU.
Sedangkan pada UU Pemilu, kewenangan Bawaslu telah

mengalami penguatan dalam hal melakukan sidang
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adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses
pemilu. Perbedaan kewenangan tersebut menyebabkan
terjadinya tumpang tindih peraturan hukum pemilu.

. Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada
perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019, vyaitu penyesuaian
Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota
telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal
22E ayat (5) bahwa pemilihan diselenggarakan oleh sebuah
“‘Komisi Pemilihan Umum” yang merujuk pada fungsi
penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri. Selain itu, penyesuaian ketentuan atas frasa, sifat,
jumlah  anggota dan pengisian jabatan  bawaslu
Kabupaten/Kota didasarkan karena penyelenggara pemilu
juga adalah penyelenggara pilkada dalam hal ini Bawaslu
yang berwenang melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Perbedaan dari penelitian diatas yang lebih fokus pada

kedudukan kelembagaan Bawaslu pada pengawasan pilkada

serentak pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 48/PUU-

XVII/2019, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada

pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

serentak di Kota Makassar dimasa pendemi Covid-19
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1. Fauzan Machmud, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makassar, 2019 dengan judul Analisis Hukum

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam

Memutus Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Rumusan Masalah :

1) Apakah pengaturan kewenangan Bawaslu dalam memutus
pelanggaran dan sengketa proses pemilu telah sejalan
dengan fungsinya sebagai pengawasan pemilu ?

2) Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan
kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran dan
sengketa proses pemilu ?

Kesimpulan :

Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan

masalah diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1.

Lahirnya  kewenangan Bawaslu dalam  memutus
pelanggaran dan sengketa proses pemilu dilatarbelakangi
oleh aspek fisolofis kehadiran lembaga pengawas pemilu,
yang pada hakikatnya memiliki kedudukan penting sebagai
pengawai kedaulatan rakyat dan pelindung hak politik
rakyat. Namun dengan pengaturan kewenangan memutus
yang merupakan karakteristik dari fungsi peradilan ini, telah
menempatkan Bawaslu dalam posisi yang bertolak

belakang karena kewenangan memutus ini tidak sejalan
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dengan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
Fungsi pengawasan dan kewenangan memutus Yyang
dilakukan oleh satu lembaga yang sama ini berpotensi untuk
menimbulkan  adanya conflict of interest dalam
pelaksanaannya. Adapun dari aspek kelembagaan, dengan
kedudukan Bawaslu yang merupakan bagian dari
penyelenggara pemilu menambah ketidakjelasan atau
ketidakserasian antara kedudukan, fungsi dan kewenangan
Bawaslu miliki.

2. Dalam melaksanakan kewenangan memutus pelanggaran
dan sengketa proses pemilu, hambatan yang dialami oleh
Bawaslu 176 secara umum disebabkan karena pengaturan
UU Pemilu yang mempersyaratkan latar belakang
pendidikan sarjana hukum terhadap calon anggota Bawaslu,
baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Akibatnya,
pelaksanaan kewenangan memutus yang membutuhkan
kecapakan dan kompetensi di bidang hukum belum dapat
berjalan secara optimal karena terdapat beberapa Bawaslu
di tingkat daerah yang keanggotaannya tidak diisi oleh

anggota yang berlatar belakang sarjana hukum.

Perbedaan dari penelitian diatas yang lebih fokus pada
kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran dan sengketa

proses pemilu, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada

16



pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

serentak di Kota Makassar dimasa pendemi Covid-19.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum berasal dari kata efektif yang
mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya?. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih
tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu pada
efektivitas menentukan kaitan antara apa yang dilakukan atau apa
yang telah tercapai atau hasil yang sebenarnya telah dicapai
dengan harapan atau hal yang telah ditetapkan dalam rencana atau

hasil yang diharapkan.

Efektivitas Hukum merupakan suatu kegiatan yang
memperlihatkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum,
yaitu suatu perbandingan antara De Sein dan De Sollen. Secara
khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action)
dengan hukum dalam teori (law in theory), dengan kata lain
kegiatan ini memperlihatkan kaitan antara law in action dan law in

theory.?1

205abian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, him. 12
21Sperjono Soekanto,1987,Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, him. 73
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Efektivitas Hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat
sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus
berbuat, diterapkan, dan dipatuhi.?? Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya. Pada teori efektivitas adalah
konseptual yang sangat luas, dengan mencerna berbagai aspek di
luar maupun di dalam organisasi. Efektivitas ialah hubungan antara
output dengan target, semakin besar kontribusi output terhadap
tercapainya target, maka semakin efektif organisasi, program atau

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Mengukur efektivitas juga bisa dilakukan dengan berbagai
strategi. Beberapa diantaranya ialah didasarkan pada goal
approach, systme resuorce aproach, internal atau internal procees
approach. Masalah pokok dari efektivitas hukum yakni menelaah
apakah hukum itu berlaku, kaidah hukum yang telah dirumuskan
dalam undang-undang atau keputusan hakim dengan realitas
hukum. Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang
mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal
mencapai tujuan, maka hal ini biasanya diukur apakah
pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku

tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak. Dalam

22Sabian Usman, Op Cit, him. 12
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efektivitas hukum pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada
hukum subtansi atau hukum materil, dan hukum acara atau hukum
formil. Demikian halnya ketika berbicara mengenai efektivitas
hukum dalam masyarakat indonesia berarti membahas daya kerja
hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat
untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Efektivitas
hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang telah memenuhi syarat

yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosifis.??

Efektivitas yakni unsur yang sangat penting untuk
tercapainya misi atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap
kegiatan, program, ataupun organisasi. Disebut efektivitas bila
tercapainya sasaran ataupun tujuan seperti yang telah
ditetentukan sebelumnya. Prinsip yang dianut dalam Undang-
Undang Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggaraan adalah
prinsip efektif. Maksudnya adalah bahwa pemilu sebagai suatu
rangkaian proses dapat diselenggarakan secara efektif. Efektif
yang dimaksud adalah bahwa proses Pemilu dilakukan dengan
menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas individual dan
organisasional yang baik, sehingga mereka dapat mengelola

negara dan kepentingan publik secara baik.?*

Z7ainuddin Ali, 2003, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 94
24Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, him. 75
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B. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Peristilahan kata demokrasi berawal dari dua asal kata
bahasa Yunani, yakni “demos” dan “kratos”. Menurut artinya secara
harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “demos” yang
berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan, sehingga
kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh
rakyat. Makna dari pemerintahan rakyat bahwasanya segala
kebijakan yang dibuat oleh negara harus melibatkan partisipasi
rakyat.?> Demokrasi menyatakan makna kekuasaan pada dasarnya
berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Walaupun sangat
jelas sebutan dari kata demokrasi menurut bunyi kata awalnya,
tetapi pada praktek demokrasi itu dapat dijalankan dan dipahami
dengan cara yang berbeda-beda, bahkan pertumbuhannya sangat

singnifikan dan sangat tidak terkontrol.

Pada teori negara hukum demokrasi sesungguhnya yang
dimaksud demokrasi yakni salah satu sistem pemerintahan dalam
sebuah negara dimana warga negara secara langsung telah
memiliki kedudukan, kewajiban, hak dan kekuasaan baik dalam
mewujudkan kehidupannya meskipun dalam keikutsertaan

terhadap kekuasaan negara, dan rakyat berkuasa untuk ikut serta

25Gadung Kurniawan, “Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi”, Jurnal Inovatif, Vol.8 Nomor 1
Januari 2015
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dalam menjalankan negara atau ikut mengawasi jalannya
kekuasaan baik secara langsung atau tidak langsung.?® Pengertian
demokrasi menurut pendapat para ahli yaitu, demokrasi menurut
Charles Costello merupakan suatu sistem sosial dan juga politik
pemerintahan dimana di dalamnya kekuasaan pemerintah dibatasi
oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak
perorangan dari warga negara itu sendiri, sementara demokrasi
menurut Hans Kelsen merupakan suatu pemerintahan yang
diadakan dan dilaksanakan dari pemerintahan yang diadakan dan

dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri.?’

Selama ini Demokrasi diklasifikasikan menjadi dua
pengertian yaitu Materil dan Formil, dalam pengertian materil
demokrasi sebagai ideologi, teori atau pandangan hidup,
sedangkan dalam pengertian formil, yaitu demokrasi dalam praktik.
Dalam arti materil demokrasi terbagi atas tiga kategori yaitu di
dasarkan oleh kemerdekaan, kemajuan di bidang ekonomi, dan
didasarkan pada gabungan dari kedua kategori tersebut.
Sementara dalam arti formil berwujud pada sistem ketatanegaraan
yang dianut oleh masing-masing negara yang tidak selalu sama
yakni ada sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan

presidensial, sistem diktatorial, dan sistem pemerintahan

2Munir Fuady,2014,Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, him. 2
2’Bambang Agus Windu, “Dinamika Demokrasi di Indonesia” , Jurnal Mimbar Administrasi Fisip
Untag Semarang, Vol. 15 Nomor 19 April 2019 him. 4
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campuran. Adanya negara kesatuan, negara federal, negara

republik, negara kerajaan dan lain sebagainya.?®

Mendalami terkait dengan demokrasi artinya bahwa kita
sedang membicarakan terkait dengan kekuasaan, atau lebih
benarnya dalam mengelola kekuasaan secara baik dan beradab
yang ddidasari oleh nilai-nilai dan etika, serta peradaban yang
menghargai martabat kemanusiaan. Tiap warga negara yang telah
di jamin kedudukannya secara hukum yaitu pelaku utama dalam

demokrasi.

2. Konsep Demokrasi

Konseptual demokrasi sebenarnya bermula dari pemikiraan
terkait hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan
dipraktekkan dalam kehidupan bernegara dari abad ke 4 sebelum
Masehi hingga abad ke 6 M. Pada pelaksanaan demokrasi saat itu
dilakukan secara langsung artinya ialah rakyat yang meyakinkan
secara langsung atas setiap keputusan yang berhubungan dengan

kebutuhan publik berdasarkan prosedur mayoritas.

Konsep Demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi
yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun

pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara

28Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, him. 62
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yang satu dengan negara yang lain.?® Berkaitan dengan
pemerintahan rakyat, ada trademark yang sangat terkenal sampai
saat ini yang dinyatakan oleh salah satu presiden Amerika Serikat
Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mengacu
kepada pernyataan tersebut bahwa demokrasi diakui oleh banyak
orang dan Negara sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan paling

menjanjikan masa depan umat manusia.

Menurut John Locke berpandangan bahwa kekuasaan
penguasa itu tidak akan mutlak, tetapi selalu terbatas, individu-
individu tidak menyerahkan seluruh hak alamiah mereka, dan
dalam mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok
orang. Jonh Locke juga menyampaikan bahwa mewatasi
kewenangan penguasa negara kiranya hak-hak asasi warga
negaranya terlindungi. Dominasi tugas negara juga harus dibagi
menjadi tiga kekuasaan yakni, eksekutif (yang mempertahankan
peraturan-peraturan dan mengadili), federative (yang tidak
termasuk lapangan kekuasaan terdahulu) ,legislatif (yang membuat
undang-undang). Hal ini membatasi seluruh langkah penguasa
negara agar tidak bertindak semaunya tetapi harus berdasarkan

dan berakar pada aturan yang berlaku.3°

Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, Vol. 3 Nomor 16 Juli 2009, him. 380
30Evi Purnamawati, “ Perjalanan Demokrasi DI Indonesia”, Vol.18 Nomor 2, Mei 2020, him. 252
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Demokrasi di negara Indonesia telah dilaksanakan dengan
cara yang salah satunya yakni diwarnai dengan bertambah
intensifnya Pemilihan Umum secara langsung atau seringkali
disebut dengan Pemilihan Umum. Rakyat sudah sering Kkali
dihadirkan setiap proses Pemilihan Umum secara langsung dalam
memilih para pemimpin mereka, mulai dari presiden, DPR, DPD,
DPRD, dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Umum oleh
banyak pihak diwakili sebagai salah satu indikator demokrasi,
terutama di tingkat daerah (Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala
Daerah). Dengan hal tersebut, pentingnya agar mengerti substansi
demokrasi juga impelemntasi yang sudah sesuai dengan
masyarakat Indonesia. Rakyat indonesia dalam mengartikan
demokrasi itu menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar
model demokrasi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia pada

saat ini.

Sistem pemerintahan atau kewenangan yakni adanya sekat
kewenangan beserta lembaganya, sampai tidak akan ada pihak
yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lainnya.
keikutsertaan masyarakat lebih terlihat melalui wakil mereka yang
telah mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan.’! Sebagai
sebuah konsep demokrasi yang memiliki makna luas dan

mengandung banyak elemen yang komplek. Warga negara

31Arif Sofyan, “Pemaknaan Demokrasi Di Era Reformasi”, Jurnal Politika, Vol. 4 Nomor 2, Oktober
2013, him. 9
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diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantaranya
pimpinan-pimpinan politik yang bersaing secara sehat agar meraih
suara dan dinamakan demokrasi karena dilakukan dengan cara
menunjukan kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-

pemimpin politik pada masa pemilihan.

Dengan kata lain, dapat juga diungkapkan bahwa
demokrasi merupakan suatu metode penataan dan pengaturan
lembaga untuk mencapai pada keputusan politik, bahwa individu-
individu mendapatkan kewenangan untuk memutuskan keputusan
melalui perjuangan kompetitif dengan cara mendapatkan suara
terbanyak. Aturan main ini hendaknya menjamin pemberian ruang
gerak atau peluang yang sama bagi setiap masyarakat dalam
melakukan semua aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aturan main ini yang telah dirumuskan dan telah dituangkan dalam
bentuk hukum tersebut seyogyanya dapat dihormati oleh setiap

aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitasnya.3?

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan
pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti feodalisme
dan anti imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat
sosialis. Landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti

terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga

32Heru Nugroho, “Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di
Indonesia” Jurnal Pemikiran Sosiologi”, Vo. 1 Nomor 1 Mei 2012, him.1
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kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur
hidupanya, sebanding dengan apa yang diharapkan. Persoalan
mengenai keadilan menjadi hal yang sangat penting, dalam hal ini
memiliki hak untuk memutuskan alur hidupnya masing-masing,
tetapi diluar dari itu kita semua harus tetap hormati haknya, wajib
tetap memberi waktu dan dimudahkan serta pertolongan agar

dimudahkan meraih apa yang diharapkan.33

3. Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia

Demokrasi telah membuat isu sentral dalam satu dekade
terkait dengan perubahan-perubahan sosial dan ketatanegaraan
Negara Indonesia. Rakyat telah menyimpan impian yang besar
dengan adanya perbaikan sebagai hasil dari perkembangan
demokrasi di Indonesia.®* Perwujudan demokrasi di era reformasi
(1998-sekarang) diketahui dengan turunnya presiden yakni Bapak
Soeharto yang telah menduduki jabatan sebagai kepala negara
selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia pada periode
reformasi menyimpan dasar yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi

Indonesia dimasa yang akan datang.3®

Setelah reformasi, Indonesia telah memenuhi segala

transformasi tatanan kenegaraan. Hal tersebut dapat dilihat melalui

3BNurainun Mangusong, 2010, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari’ah dan Hukum Press,
Yogyakarta, him. 139

34bid, him. 5

35Evi Purnamawati, “ Perjalanan Demokrasi DI Indonesia”, Vol.18 Nomor 2, Mei 2020, him. 257
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perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) di awal reformasi sebanyak 4 Kali
perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang merupakan atauran dan norma dasar dalam
penyelenggaraan bernegara di Indonesia, pada perubahan ketiga
tahun 2001 telah merubah tatanan demokrasi Indonesia
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan “
bahwa kedalutalan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar” . Kemudian dalam Pasal 1 ayat
(3) dipertegas lagi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem

demokrasi konstitusional.36

Pada era reformasi berkembang menyeruak dalam tatanan
kehidupan politik Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap
akan lahirnya tatanan dan sistem perpolitikan yang benar-benar
demokratis.®” Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yakni
memberikan keleluasaan pers sebagai ruang publik untuk mengikut
serta dalam kebangsaan dan kenegaraan, berlangsungnya sistem
multipartai diberlakukan terdapat pada pelaksanaan Pemilu pada

tahun 1999. Periode ini peluang pada masyarakat untuk bersatu

36Sutan Sorik, ”Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia” Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16

Nomor 1
3Hartuti
him. 119

Juni 2019, him. 102
Purnaweni, “ Demokrasi Indonesia”, “Jurnal Administrasi Publik”, Vol. 3 Nomor 2 2004,
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dan bergabung sesuai dengan ideologi dan aspirasinya.®®
Gugurnya rezim orde baru sudah memicu bangsa Indonesia meniti
saat yang demokratis. Reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan
tata kehidupan yang demokratis, dengan terlihat bermunculan
banyaknya partai politik baru, kebebasan berserikat, dan
dibentuknya lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilihan umum

yang independen.®®

Walaupun begitu, mestilah diketahui bahwa demokrasi ini
tidaklah sebagai landasan, struktur, dan prosedur pemerintahan
yang bagus. Demokrasi telah dibenarkan dan diikuti bukan karena
sudah benar, tetapi merupakan pilhan yang telah disetujui dan
dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Demokrasi ini juga bisa dilihat sebagai sistem dan
bukanlah suatu yang telah jadi atau bisa disempurnakan, Pemilihan
Umum sebagai salah satu sarana untuk penerapan demokrasipun
selalu terlaksana dengan proses pelaksanaan yang hampir tidak

pernah usai.*°

38Evi Purnamawati, Op Cit, him. 258
3%Sutan Sorik, Op Cit, him. 102
“Otpid, him. 103

29



C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pilkada

Istilah Kepala Daerah sesungguhnya tidak dijumpai dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hanya menyebutkan istilah
“Kepala Pemerintahan Daerah”.*! Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhetian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi bahwa “Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang selanjutnya disebut
Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota” berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.*?

Pilkada merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota secara langsung
oleh masyarakat daerah setempat yang telah melengkapi syarat

dan ketentuan aturan yang berlaku. Menurut Joko J. Prihantoro

#17ainal Arifin Hoesein, “Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.
7 Nomor 6, Desember 2010, him. 1

42peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
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menyampaikan bahwasanya “Pilkada adalah proses rekrutmen
politik yakni pemilihan masyarakat terhadap tokoh yang
mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil
Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota”.#* Makna Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pemilihan secara langsung
oleh rakyat. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis”. Pemilihan Kepala
Daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat
merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan

politik yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab.*

2. Dinamika Pengaturan Pilkada

Dinamika pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tidak terlapas dari pemerintahan tersebut, bahwa
dari itu sewajarnya pemerintah daerah tersebut telah ada sejak
pemerintahan Belanda yang tingkatan aturannya sudah berubah.

Pada masa kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun

“Hani Adhani,2019, Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah
Konstitusi, Rajawali Pers, Depok, him.15

44Titik Triwulan Tutik, 2015, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Prenadamedia Gorup, Jakarta, him 270
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1945 mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, kepala
daerah seperti mana pemimpin komite nasional daerah. UUD NKRI
tahun 1945 lalu berganti menjadi Konstitusi RIS tahun 1945 telah
mengganti bentuk negara menjadi negara serikat, tetapi pada tahun

1950 berubah lagi menjadi negara kesatuan.*®

Pada UUD NKRI Tahun 1945 sebelum awal perubahan yang
menyusun mengenai pemerintahan daerah dalam pasal 18 yakni
terdiri dari satu ayat yang berbunyi maka pembagian daerah
Indonesia atas daerah kecil dan daerah besar demikianlah
gambaran susunan pemerintahan diatur oleh Undang-Undang
dengan melihat dan mengingat landasan permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa. Pada Pasal 18 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia terkandung dapat diarikan dalam

beberapa hal yakni :

a. Pemisahan daerah kedalam daerah kecil dan daerah
besar ;

b. Sturktur pemerintahan yang demokratis ;

c. Menghargai hak asal-usul dalam daerah-daerah yang

bersifat istimewa ;

4>Husein Muslimin, ”Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10 Nomor 1, Juni 2019, him. 43
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d. Dituangakan atau diselenggarakan dalam Undang-

Undang..

Dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tersebut menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tak mampu menetapkan secara pasti sampai siapa yang
dikehendaki untuk menjadi pemimpin Daerah. Hal tersebut sangat
wajar sebab pada Undang-Undang ialah bagian dari pemerintah
daerah. Konsekuensi terkait hal ini, bahwa walaupun pada konteks
normatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedudukannya sejajar
dengan kepala daerah. Oleh karena itu, maka realitanya bukan
hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebab akhirnya
akan berpegang pada penilaian Presiden, dapat disimpulakn
bahwa pemerintah pusatlah yang sesungguhnya mengendalikan

pemerintah daerah secara keseluruhan. 4

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan
koreksi atas Pemilihan Kepala Daerah yang terdahulu
menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem Pemilihan langsung

“Ibid, him. 44
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akan menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi
daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik.
Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilakukan
secara langsung oleh rakyat yakni salah satu sistem politik di
daerah kedepannya mengarah oleh kehidupan politik yang lebih
bertanggung jawab dan demokratis. Sebab itu, untuk melindungi
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
yang memenuhi derajat kompetisi yang sehat, berkualitas, dan

partisipastif yang mampu dipertanggungjawabkan.’

Pada tahun 2004 Negara Indonesia telah sukses
menyelenggarakan Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan
Umum Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang
pelaksaannya berjalan demokratis dan tertib. Oleh karena
keberhasilan tersebut, ini akan menjadi salah satu mementum
untuk diselengarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara
langsung. Masyarakat akan menuntut supaya Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pun ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri.
Maka dari itu pemerintah memberikan pendapatnya melalui
kegiatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah.

4’Hani Adhani,2019,Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah
Konstitusi, Rajawali Pers, Depok, him.16
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2.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintaha Daerah, yang didalamnya telah mengatur Pemilihan
Kepala Daerah secara langsung yakni Kepala Daerah dipilih
langsung oleh rakyat didaerahnya. Pada Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 telah ditetapkan bahwa dalam pencalonan Kepala
Daerah dilakukan secara berpasangan seperti dalam penjelasan
pada Pasal 56 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berpasangan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan
terjadinya konflik antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala

Daerah.

Dengan dihilangkannya kekuasaan Kepala Daerah pada
sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi alasan Pemilihan
Kepala Daerah dilakukan secara langsung, ibarat yang tertuang
didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian penjelas
pada angka 4 yakni Kepala daerah adalah Kepala Pemerintah

Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala Daerah dalam
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melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala

Daerah, dan perangkat daerah.*®

2.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagaimana
telah disampaikan dalam konsideran Undang-undang nomor 12
Tahun 2008 maka, Undang-Undang ini dimaksudkan agar
pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam peyelenggaraan pemerintahan
daerah telah ditujukan layak untuk melahirkan pemimpinan daerah
yang efektif dengan memperhatikan keadilan, persamaan,
kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan prinsip-prinsip demokrasi,.*°

Pada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintah Daerah pada pasal 59 ayat 1lb dijelaskan
bahwasanya calon Pemimpian Daerah dapat diusulkan dari calon
perseorangan yang akan mendaptkan dukungan dari orang sekitar.
Dalam perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah sesungguhnya telah membawa

semangat perubahan, oleh karena itu munculnya Pasal 236 c

“8Djana Yusyanti, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam
Otonomu Daerah”, “Jurnal Pembinaan Hukum Nasional”, Vol. 4, Nomor 1, April 2015, him. 93-94
“*Hani Adhani,Op Cit, him. 44
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 untuk mematuhi dan
sekaligus sebagai dasar aturan peralihan kekuasaan penyelesaian

konflik hasil Pemilihan Kepala Daerah.>®

2.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Hal-hal penting yang telah diatur dalam UU ini antara lain, yakni
bahwa Partai Politik yang dapat mendaftrakan pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Terkait hal tersebut terjadi konfik pengelola Partai Politik,
pengelola Partai Politik tingkat pusat yang bisa mendaftarkan
pasangan calon yakni pengelola Partai Politik tingkat pusat yang
telah mendapatkan Putusan Mahkamah Partai atau didaftarkan
serta ditentukan dengan keputusan Menteri yang megusahakan

kegiatan pemerintahan pada bidang hak asasi manusia dan hukum.

*0Diana Yusyanti, Ibid, him. 146
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Kemudian pada akhirnya dalam rangka penyempurnaan
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah
disahkan Pada tanggal 1 Juli 2016 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inilah yang pada

pemilihan tahun 2020 masih tetap digunakan.>!

2.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Menurut kajian pada ketetapan peraturan perundang-
undangan yang bermaktub dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 sejatinya memiliki sistem yang dapat
dilaksanakan andaikan terlihat syarat yang diharuskan atau
memungkinkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah harus ditunda.
Pemilihan ini dengan dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan
susulan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa negara harus
sigap dan cepat untuk menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang terkait dengan Penundaan Pilkada. Hal

5lhttp://new.widyamataram.ac.id/content/news/urgensi-perppu-pilkada-di-masa-pandemi-
covid-19 diakses pada Tanggal 18 Maret 2021
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tersebut setidaknya merekomendasikan kedudukan legalitas
pengunduran dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam

sistem ketatanegaraan.

Seperti yang diungkapkan pada pembahasan sebelumnya
bahwa Des Sein hari ini secara tidak langsung telah menggugurkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai Das Sollen.
Secara  konseptual telah terjadi  kekosongan hukum
(rechtsvacuum). Presiden telah menandatangani Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun
2020 yang menyusun mengenai pengunduran Pilkada. Perpu
tersebut mengatur terkait perubahan ketigas atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang. Perpu tersebut dibuat karena wabah yang
menyerang Indonesia saat ini. Landasan inilah, Perpu Nomor 2
tahun 2020 dibentuk untuk menetapkan pelaksanaan Pilkada dapat
terlaksana dengan cara yang berkualitas, aman demokratis, dan

menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Menurut hal tersebut, Presiden berbanding dengan
kekuasaannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NKRI
Tahun 1945 sudah menentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur

mengenai penundaan Pemilihan Kepala Daerah Lanjutan.
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Peraturan pengganti undang-undang ini menyusun mengenai
amandemen ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan
pada tanggal 04 Mei 2020. Undang-Undang ini pada pilarnya
mengatur tentang penentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2020
mengenai amandemen Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang.>?

. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengwasan

Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam
ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsur
dalam kegiatan pengelolaannya.®® Pengawasa sendiri sangat
diperlkukan dalam suatu pengelolaan organisasi. Melalui
pengawasan diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan yang
telah disusun untuk mencapai hasil yang direncanakan secara

efektif dan efisien. Selain itu pengawasan juga berguna untuk

S2https://www.researchgate.net/publication/341133940 Urgensi Perpu Pilkada sebagai Kepas

tian_Hukum _di_Tengah_Kondisi_Wabah Covid-19 diakses pada Tanggal 18 Maret 2021

3Muchsan,1992,Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, him. 36
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mendeteksi sejauh mana kemungkinan penyimpangan yang telah
terjadi. Dengan adanya kegiatan pengawasan secara langsung
akan memaksimalkan fungsi evaluasi mengenai sejauh mana

keberhasilan suatu kegiatan dapat tercapai.

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip
Muchsan S.H adalah “Control is to determine what is accomplished
evaluate it, and apply corrective measurer, if needed to result in
keeping with the plan”. Dalam pengertiannya, pengawasan menitik
berartkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang
dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan
rencana.>* Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk
perencanaan, akuntasi, analisis dan kontrol operasional suatu
kegiatan wusaha, digunakan untuk pengambilan keputusan
berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan
secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari

sudut pandang aspek bisnis yang berbeda.>®

Pengawasan ini perlu dilaksanakan untuk melindungi supaya
penyelenggaraan acara telah sama dengan rencana yang telah
ditetapkan dalam rangka terwujudnya harapan. Lewat pengawasan
kita mampu melakukan pertimbangan apakah suatu entitas sudah

sama dengan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, hemat,

» u

>*Novembri Yusuf Simanjuntak, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”,
Bawaslu”, Vol. 3, Nomor 3, 2017. Him. 309
55A’an Fendi dan Freddy Poernomo, 2017, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, him. 259

Jurnal
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dan sama dengan harapan, kebijakan yang sudah ditetukan
dengan ditetapkan yang berlaku. Oleh karena itu, lewat
pengawasan tersebut dapat menerima informasi mengenai

efektivitas dan efesiansi pelaksanaan acara.

Dalam hukum adminitrasi negara, pengawasan sangat erat
kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai
penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan. Pengawasan dalam hukum administrasi negara
juga bermakna mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan
tugas pemerintahan dari hal-hal yang telah diberikan (preventif) dan
memindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi
(represif)®®. Berikut akan dijelaskan mengenai pengawasan

menurut pendapat beberapa ahli :

1. Hardibroto
Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap
organisasi/kegiatan dengan tujuan agar
organiasai/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya
dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang

telah ditetepkan.

%6S.F.Marbun, dkk, 2004, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta,

him. 267
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Suyamto

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai salah
satu upaya atau kegiatan agar kita memahami dan
menilai bahwa kenyataan yang sesungguhnya terkait
perwujudan kegiatan dan tugas ini berimbang dengan
seharusnya atau tidak.%’

Siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berlangsung sesuai konsep yang sudah

ditetapkan sebelumnya.>8

Berdasrkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan

bahwa, pegawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk

menilai dan menjaga kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang

direncanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan

yang dapat merugikan suatu kegiatan. Selain itu pengawasan juga

dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein dan

Das Sollen. Dimana Das Sollen (rencana) harus sesuai dengan

Des Sein (kenyataan).>®

5"Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur
Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, him. 14

*81bid, him. 13
*Ibid, him. 15
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Donnelly (1996) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga
tipe yaitu, pertama, pengawasan pendahuluan (preliminary control).
Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent
control). Ketiga, pengawasan feed back (feed back contol). Secara
umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk
mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang
diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada.
Pengawasan Pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang
diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan

sebenarnya, tanpa adanya manipulasi dan kecurangan.®°

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Dari definisi pengawasan tersebut, terdapat beberapa
bentuk/jenis dari pengawasan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan

pada pembahasan di bawah ini.
a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat merupakan salah satu bentuk
pengawasan Yyang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah.
Pengawasan melekat tersebut dilakukan oleh setiap pimpinan
dalam sebuah organisasi untuk menyelenggarakan aktivitas

organisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan

80Novembri Yusuf Simanjuntak, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, “Jurnal
Bawaslu”, Vol. 3, Nomor 3, 2017. Him. 310
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melekat hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya
memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan. Meskipun
seorang pimpinan telah dibantu oleh aparat akan tetapi pimpinan
tersebut masih tetap harus melaksanakan sendiri pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam menjalankan
pengawasan melekat ini, tidak lepas dari asas-asas umum
pemerintahan yang baik telah dijunjung oleh pimpinan dalam

menjalankan tugasnya dalam mengawasi bawahannya.

Pengawasan melekat penting adanya dalam suatu
organisasi meskipun sudah ada pengawasan fungsional yang
fungsinya mengawasi kinerja aparat pemerintah tetapi pengawasan
yang dilakukan oleh pimpinanpun diperlukan agar meminimalisir
terjadinya penyelewengan yang dilakukan bawahan dalam suatu

unit kerja secara langsung. 6*

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang
harus dilakukan lembaga atau badan atau unit yang memiliki tugas
dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan,
penguijian, dan penilian. Pengawasan fungsional merupakan bentuk

pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan

51Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, Op Cit hlm. 27-32
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fungsional akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengawasan fungsional terdiri atas pengawasan fungsional
eksternal dan pengawasan fungsional internal. Pada pengawasan
fungsional eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Keuangan (BPK) dengan memeriksa, menyelidiki, serta
mengevaluasi keuangan negara Yyang dilaksanakan oleh
badan/organ negara apakah telah sesuai dengan yang ditentukan.
Badan Keuangan Negara (BPK) berkedudukan di ibukota negara
dan memiliki perwakilan di provinsi dengan mempertimbangkan

kemampuan negara.

Pengawasan fungsional internal dilaksanakan oleh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal, dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan pengawasan fungsional internal ini dijalankan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas
dan wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.®?

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang

dilakukan terhadap aparatur pemerintahan yang bisa berupa

®2/pid, him. 49-51
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kritikan, saran, pertanyaan, permintaan informasi, dan lain-lain
yang datang dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintah dan pembangunan yang ditujukan kepada orang
atau unit kerja tertentu secara langsung atau tidak langsung. Dari
pelaksanaan tersebut, masyarakat salah satu elemen yang
kemungkinan besar merasakan dan melihat sendiri kinerja atau
pelaksanaan pemerintah. Sehingga tidaklah heran apabila
masyarakat diberikan akses untuk menjadi pengawas terhadap
pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh para pejabat dan

atau aparatur pemerintahan.%?

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan lembaga
perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-

tugas umum pemerintahan dan pembangunan.®4

E. Badan Pengawas Pemilu

1. Sejarah Pengawas Pemilu

Dalam sejarah perkembangan pelaksanaan Pemilihan
Umum di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru
muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama

kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal

®3Ibid, him. 65-66
®Ibid, him. 81
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istilah pengawas Pemilihan Umum. Pada era ini terbangun trust di
seluruh masyarakat dan warga negara tentang penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga
parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kepentingan
nasional itulah yang dapat menepis adanya upaya-upaya curang

yang dilakukan oleh masing-masing pihak.%®

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat,
dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam
pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada tekanan, itu terjadi di luar
wilayah pelaksanaan Pemilu. Tekanan yang muncul merupakan
pengaruh benar perbedaan ideologi pada saat itu. Sampai saat ini
masih bermunculan kepercayaan bahwa Pemiilihan Umum yang
diselenggarakan pada tahun 1955 adalah Pemilihan Umum di

Indonesia yang paling sesuai dan benar.

Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum hadir pada
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada Tahun
1982, dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
(Panwaslak Pemilu). Pada waktu itu telah bermunculan distrust
pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang muncul pemilihan
anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang

telah ada dengan kekuatan rezim penguasa. Pendirian Panitia

85Gunawan Suswantoro,2015,Pengawasan Pemilu Partisifatif, Erlangga, Jakarta, him. 62
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Pengawas Pelaksanaan Pemilu pada Pemilihan Umum pada tahun
1982 dilatar belakangi oleh penolakan atas banyaknya manipulasi
dan kecurangan dalam perolehan suara yang dilakukan oleh para
panitia Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum pada tahun 1971.
Sebab penyelewengan dan pelanggaran yang terjadi pada
Pemilihan Umum pada tahun 1977 jauh lebih padat dan penolakan
ini segara ditindaki oleh pemerintah dan DPR yang dikontrol oleh

Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Gagasan yang hadir dalam menyesuaikan Undang-Undang
yang bermaksud untuk mengembangkan keutamaan Pemilihan
Umum Tahun 1982. Demi terpenuhi tuntutan PPP dan PDI,
pemerintah menyetujui agar menaruh wakil peserta Pemilihan
Umum ke dalam kepanitiaan Pemilihan Umum. Selain itu,
pemerintah juga memperkenalan hadirnya badan baru yang akan
ikutserta secara langsung dalam urusan Pemilihan Umum dalam

menemani Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara
Pemilihan Umum ini bersifat mandiri dan bebas dari pemilihan
penguasa semakin menguat. Maka dari itu dibentuklah lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan diberi nama
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keadaan tersebut dimaksudkan

agar mengurangi keikutsertaan penguasa didalam

49



penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaga Pemilihan Umum ini
adalah bagian dari Kementerian Dalam. Di sisi lain bahwa lembaga
pengawas Pemilihan Umum juga berganti pembentukan dari
Panitian Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum menjadi Panitia

Pengawas Pemilu.

Trasformasi yang mendasar tergantung  dengan
kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum baru dilaksanakan lewat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang
tersebut dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dibuat
sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur Komisi Pemilihan
Umum yang meliputi Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu. Berikutnya
kelembagaan pengawas Pemilihan Umum dikuatkan lewat Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan
Pemilihan Umum dengan didirikan sebuah lembaga Independen
yang tetap dan diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu).%®

Kendati aparatur Badan Pengawas Pemilu dalam
penyelenggaraan pengawasan berupaya sampai pada tingkatan

kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi,

8https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu diakses pada tanggal 23
Februari 2021, pukul 21.59 WITA
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Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan, dan Pengawasa Pemilu Lapangan (PPL) di
tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007, sebagai wewenang dalam pembentukan Pengwas
Pemilihan Umum adalah kekuasaan dari Komisi Pemilihan Umum.
Tetapi mengikuti Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial
review yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007, penyeleksi pengawas Pemilu sepenuhnya
ini akan menjadi kekuasaan dari Bawaslu. Wewenang utama dari
pengawas Pemilu mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 yakni untuk menerima aduan, pelanggaran pidana pemilu,
mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menangani masalah

pelanggaran adminitrasi, dan pelanggaran kode etik.

Gerak kelembagaan pengawas Pemilihan Umum terlihat
masih berjalan dengan sistematis Undang-Undang Nomor 15 tahun
2011 tentang pengelolaan Pemilihan Umum. Secara kelembagaan
pengawas Pemilihan Umum dipererat kembali dengan
pembentukan lembaga tetap pengawas Pemimilihan Umum di
tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi.
Dalam perkembangannya saat ini, Bawaslu RI memperbanyak
jumlah pengawas di tingkat desa/kelurahan yang disebut dengan

PPL. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum.®” Selain itu dalam konteks
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa

pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,
Pengawas Pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang, yakni
pengawasan pemilu yang ada di pusat disebut dengan Bawaslu, di
provinsi yang disebut sebagai Bawaslu provinsi dan pengawas
pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang disingkat dengan Panwaslu.
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sedangkan Panwaslu
bersifat ad hoc. Jenjang kelembagaan pengawas pemilu berbeda
dengan jenjang kelembagaan KPU yang bersifat permanen dari

pusat hingga Kabupaten/Kota.%®

2. Pengaturan Pengawas Pemilu dalam Pilkada

Pasca perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoneisa Tahun 1945 sebagaimana amanat Pasal 18
ayat (4) yang dibuat melalui penyusunan peraturan perundang
yang akan megatur penyelenggaraan Pilkada secara langsung,
yakni raison de etre yang membuat esensi landasan demokratisasi

pengelolaan pemerintahan daerah. Analisis terhadap kelanjutan

67 Gunawan Suswantoro,2015,Pengawasan Pemilu Partisifatif, Erlangga, Jakarta, him. 65
88Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, him. 167
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pengendalian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang
dilaksanakan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 telah
menciptakan prespektif bahwa pengendalian pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota secara langsung beberapa tahun ini,
diberitakan telah ramainya beragam konflik yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi.®°

Sejalan dengan penguat otonomi daerah, pemilihan
terhadap Kepala dan Wakil Kepala Daerah juga dipilih oleh rakyat
daerah yang bersangkutan. Menurut Asshiddigie (200), perkataan
dipilih secara demokratis itu bersifat luas, sehingga untuk meliputi
maksud dari pemilihan daerah secara langsung oleh rakyat
ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, seperti yang sekarang
dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.” Hal ini
menjadi alasan dilaksanakan perubahan terhadap Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 a quo, dengan kerangka yang dasar yakni
penguraian peraturan perundangan terkait pemerintah daerah oleh
peraturan perundangan tentang pengurusan Pemilihan Kepala

Daerah.

Cara perbaikan sebagai dasar agar presfektif aturan

pelaksanaan, dengan hubungan wewenang antara pelaksanaan

8Erwin Prima Rinaldo, “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, “Jurnal Hukum”, Vol 10, Nomor 3, Juli-
September 2016, him.476

70 Dedeh Haryani, “Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada”, “Jurnal Bina Praja”, Vol. 4,
Nomor 4 Juni 2012, him. 136

53



Pemilihan Umum dan konsolidasi kedudukan wewenang
kelembagaan pengawas Pemilihan Umum lewat Penyusunan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo berserta peraturan
perundangan-undangan perubahan ini telah memperlihatkan
beragam keputusan baru yang sebelumnya belum pernah terdapat
pada sistem perundang-undangan, terpenting yang berkaitan
dengan impelemtasi keharusan, kewajiban dan wewenang dalam

pengurusan Pemilihan Kepala Daerah.”®

Pengawasan tentang impelementasi asas-asas Pemilihan
Umum bersifat adil yang benar dalam sistem atau berhubungan
dengan mekanisme Pemilihan Umum, yakni fungsi pengawasan
kepemiluan yang diciptakan lewat penyusunan keputusan
mengenai wewenang kelembagaan pengawas Pemilihan Umum di

seluruh tingkatan :

a. Mengawasi pengaktualan semua tahapan-tahapan
Pemilihan  Kepala Daerah, dimulai dari
pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih
tetap sampai dengan prosedur penetapan hasil
pemilukada, seperti ketentuan pada Pasal 30 ayat
(2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016;

"Erwin Prima Rinaldo, “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, “Jurnal Hukum”, Vol 10, Nomor 3, Juli-
September 2016, him. 477
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b. Sebagaimana ketetapan di Pasal 30 huruf b
sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, memperoleh informasi perkiraan
pelanggaran serta akan merekomendasikan pada
instansi yang berhak di tingkatan masing-masing
atas temuan dan/atau laporan  dengan
pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan mengenai Pilkada.

c. Melakukan kewenangannya pengurusan
perselisihan antar peserta Pilkada menurut
ketetapan pada Pasal 142, Pasal 143 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 144

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
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